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KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL
SEBAGAI BATASAN DALAM PENDIRIAN
PT PERORANGAN

R. Murjiyanto', Yuli Nur Hayati'

! Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra,
Yogyakarta,
Email : rmurjiyanto@janabadra.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and answer the problems,
restrictions on the establishment of an individual PT, capital
requirements and procedures for the establishment of an individual
PT, as well as the responsibilities of an individual PT as a legal entity.
As the company in the form of a Limited Liability Company (PT),
which has been in effect so far, is a capital partnership, it requires the
existence of two or more capital holdings. In the current development,
it is possible to establish an individual PT which is founded by one
person. The research used in this writing is a normative legal research
method, by taking a legal approach to regulations per statute and
related documents. As for the resulting analysis, PT Perorangan is
limited only to Micro and Small businesses, the capital is determined
based on the decision of the founder and there is no requirement
for a minimum capital limit, the establishment procedure is with
the founder’s statement without requiring a deed, while with the
recognition of an individual PT as a legal entity, the separation of
personal responsibility applies to the responsibility of an individual
PT which has rights and obligations as well as independent
responsibilities as a legal entity. The material data and information
in the study were analyzed descriptively-qualitatively to answer the
problems raised.

Keywords: Individual PT; Criteria; Micro And Small Enterprises
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjawab permasalahan,
pembatasan pendirian PT Perorangan, persyaratan permodalan
dan prosedur pendirian PT Perorangan, serta tanggungjawab
PT Perorangan sebagai badan hukum. Sebagaimana perusahaan
bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berlaku selama ini
merupakan persekutuan modal, sehingga mensyaratkan adanya
dua kepemilikan modal atau lehih. Dalam perkembangan se-
karang dimungkinkan pendirian PT Perorangan yang didiri-
kan oleh satu orang. Penelitian yang digunakan di dalam
penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, de-
ngan melakukan pendekatan hukum terhadap peraturan per
Undang-Undangan dan dokumen terkait. Adapun analisis
yang dihasilkan, bahwa PT Perorangan dibatasi hanya untuk
usaha Mikro dan Kecil, modalnya ditentukan berdasarkan
keputusan pendiri dan tidak ada persyaratan Batasan minimal
modal, prosedur pendiriannya dengan pernyataan pendiri tan-
pa dipersyaratkan adanya akta, sedang dengan pengakuan
terhadap PT Perseorangan sebagai badan hukum, maka berlaku
pemisahan tanggung jawab pribadi dengan tanggungjawab
PT Perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban serta
tanggung jawab mandiri sebagai badan hukum. Dari bahan
data dan keterangan yang dalam penelitian dianalisis secara
diskripsi-kualitatif untuk menjawab permasalahan yang di-
kemukakan.

Kata kunci: PT Perorangan; Kriteria; Usaha Mikro Dan Kedil

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas atau biasa di-
singkat PT, bahwa PT adalah merupakan badan hukum yang
didirikan berdasarkan perjanjian dan merupakan persekutuan
modal. Dari pengertian tersebut menggambarkan bahwa PT
didirikan oleh dua orang atau lebih dan terdapat dua modal atau
lebih [1]. Namun sesuai perkembangan saat ini dengan berlakunya
Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka
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PT dapat didirikan oleh satu orang yang berarti hanya memiliki
satu modal atau disebut sebagai PT perorangan dan diakui sebagai
badan hukum berdasarkan undang-undang. PT Perorangan yang
dimaksudkan hanya terbatas untuk kegiatan usaha Mikro dan
Kecil berdasarkan Undang-Undang yang mengatur bidang usaha
Mikro dan Kecil.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas, sebagai badan hukum maka Perseroan
Terbatas dalam proses pendiriannya memerlukan campur tangan
pemerintah berupa pengesahan. Namun dengan Undang-Undang
Cipta Kerja yang memungkinkan pendirian PT perorangan prose-
dur pendiriannya berdasarkan pernyataan pendiri yang nyatakan
secara elektronik (on line) dengan meng in put data pendirian PT
Perorangan.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum membawa konse-
kwensi secara hukum dianggap seperti manusia, yang dapat
bertindak seperti halnya manusia, dapat melakukan perbuatan
hukum, hubungan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta
dapat sebagai subyek hukum, bahkan menjadi pihak dalam
perkara. Dengan status yang demikian perlu dipastikan kapan se-
buah Perseroan Terbatas itu berstatus badan hukum untuk me-
mastikan bahwa PT sudah dapat dipertanggungjawabkan terhadap
pihak ketiga.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan per-
usahaan yang banyak diminati sebagai pilihan bentuk usaha yang
dijalankan. Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk badan
usaha yang banyak diminati oleh masyarakat [2], sehingga jumlah
badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas jauh lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah bentuk badan usaha lainnya [3].

Dalam hal usaha dijalankan perorangan atau usaha per-
seorangan tanggung jawabnya seperti hal nya tanggung jawab
seseorang pada umumnya, yang pada dasarnya seluruh harta
kekayaan baik harta pribadi maupun harga yang berkaitan dengan
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kegiatan usaha ikut bertanggung jawab terhadap pihak ke tiga.
Sebagaimana dalam ketentuan hukum jaminan umum pasal 1131
dan pasal 1132 KUH Perdata, yang prinsipnya seluruh harta
debitur baik bergerak maupun harta tidak bergerak, baik yang
sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pagi seluruh
perikatan-perikatannya.

Bagaimana halnya dengan seseorang yang membentuk
badan usaha PT Perorangan yang diakui sebagai badan hukum
yang berarti pula memberi konsekwensi seperti halnya manusia
badan pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan secara man-
diri terpisah dengan tanggung jawab pribadi. Dalam hal harus
bertanggung jawab terhadap pihak ke tiga mempunyai tang-
gung jawab sendiri sebagai badan hukum yang terpisah dengan
tanggungjawab pribadi. Dari latar belakang tersebut dalam
penelitian ini mendasarkan pada beberapa permasalahan sebagai
berikut : Bagaimanakah kriteria pembatasan pendirian PT Per-
orangan? Bagaimanakah persyaratan permodalan dan prosedur
pendirian PT Perorangan? serta bagaimanakah tanggung jawab PT
Perorangan yang diakui sebagai badan hukum terhadap pihak ke
tiga ? Dari data dan keterangan yang diperoleh dalam penelitian
akan dianalisis secara diskriptif-kwalitatif, untuk membuat kesim-
pulan atas permasalahan yang dikemukakan.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini
adalah metode penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian
terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi
hukum dan perbandingan hukum [4]. Penelitian hukum normatif
ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk me-
nemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari
segi normatifnya [5]. Dengan menggunakan pendekatan statute
approach dan conseptual approach. Pendekatan statute approach
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adalah pendekatan yang didasarkan pada penelaahan peraturan
hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas. Pendekatan
konseptual akan memberikan pemahaman dengan menggunakan
doktrin-doktrin yang berupa pendapat para ahli hukum. Sumber
Bahan yang digunakan, bahan Hukum Primer, antara lain berupa
Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,
Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sedang
bahan hukum akunder, berupa buku-buku referensi terkait, Jurnal,
dokumen-dokumen yang terkait dengan pendirian PT.

Dengan menggunakan pendekatan statute approach dan
conceptual approach. Pendekatan statute approach adalah pendekatan
yang didasarkan pada penelaahan peraturan hukum yang terkait
dengan masalah yang dibahas. Pendekatan konseptual akan
memberikan pemahaman dengan menggunakan doktrin-doktrin
yang berupa pendapat para ahli hukum.

HASIL

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan
menggunakan pisau analisis theori tentang kepastian hukum.
Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperke-
nalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul
“einfiilhrung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan
bahwa di dalamhukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:3 (1)
Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan
(3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Selanjutnya dikemukakan
oleh Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum, menjelaskan bahwa keberadaan asas kepastian
hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel
(pencari keadilan) terhadap tindakan swenang-wenang, yang
berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu
yang diharapkan dalam keadaan tertentu [6].
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Perseroan Terbatas atau disingkat PT adalah sebuah bentuk
badan usaha yang secara hukum dinyatakan sebagai badan usaha
yang badan hukum. Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas
secara hukum dianggap seperti manusia badan pribadi yang
dapat bertindak layaknya orang perseorangan atau dalam bahasa
Belanda disebut natuurlijk persoon, yang dapat mempunyai hak dan
kewajiban seperti halnya orang atau natuurlijk persoon, juga dapat
melakukan perbuatan dan hubungan-hubungan hukum, menjadi
subyek hukum dan dapat menjadi pihak dalam perkara.

Dalam pergaulan usaha Perseroan Terbatas dapat berposisi
menjadi debitur ataupun kreditur, bahkan dalam perkembangannya
Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dapat dikenai snksi
pidana korporasi, seperti misalnya pidana denda. Korporasi se-
jatinya merujuk pada subyek hukum buatan yang diciptakan oleh
Negara untuk menjalankan kegiatan suatu perudahaan. Jadi yang
menjadi perhatian utama korporasi adalah aspek subyek hukum
dan menjalankan perusahaan [7].

Di antara beberapa bentuk badan usaha sebagamana yang
ada di Indonesia, bentuk badan usaha Perseroan Terbatas atau PT
merupakan bentuk badan usaha yang banyak dipilih, dibandingkan
dengan bentuk usaha yang lain seperti persekutuan. Hal demikian
disebabkan karena Perseroan Terbatas sebagai bentuk persekutuan
modal mempunyai status badan hukum, dengan tanggungjawab
yang jelas yaitu terbatas pada nilai modal yang dimiliki dan
mempunyai persona standi judicio, yaitu identitas dan kedudukan
yang jelas sebagai sebuah subyek hukum. Dinamakan PT itu
adalah suatu badan belaka, suatu badan dengan karakteristik
demikian inilah yang biasa dinamakan “badan hukum” [8].

Berdasarkan pengertian Perseroan Terbatas menurut pasal 1
angka (1) UU PT, maka terdapat beberapa makna sebagai berikut
: 1) Pernyataan secara tegas dalam UU bahwa PT menupakan
bentuk badan usaha badan hukum : bahwa PT adalah badan hu-
kum, artinya badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pen-



Kriteria Usaha Mikro Dan Kecil Sebagai Batasan Dalam Pendirian PT Perorangan | 111

dukung hak dan kewajiban seperti manusia yang dapat menjadi
pendukung hak dan kewajiban dan melakukan perbuatan serta
hubungan hukum dengan pihak ke tiga; 2) PT didirikan ber-
dasarkan perjanjian : Setiap perseroan didirikan berdasarkan
perjanjian, maknanya adalah harus ada sekurang-kurangnya dua
orang atau lebih[9] yang bersepakat mendirikan perseroan, yang
dibuktikan secara tertulis yang tersusun dalam Akta Pendirian
yang wajib dibuat dalam bentuk Akta Notaris[10] yang di dalamnya
berisi Anggaran Dasar yang harus dimohonkan pengesahan
pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian yang membidangi
hukum, yaitu Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
serta didaftarkan dan diumumkan di Tambahan Berita Negara RI
untuk kepentingan publikasi; 3) Merupakan persekutuan modal:
maknanya harus memenuhi 2 (dua) modal atau lebih; 4) Melakukan
kegiatan usaha : Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha, yaitu
kegiatan dalam bidang perekonomian yang bertujuan mendapat
keuntungan dan/atau laba; 5) Modal dasar : Setiap perseroan
harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
bentuk saham. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan
sebagai badan hukum, yang terpisah dari harta kekayaan pribadi
dari pendiri, organ perseroan, dan pemegang saham, sehingga
terdapat pemisahan yang jelas antara harta perusahaan dengan
harta pribadi; 6) Memenuhi persyaratan undang-undang : Setiap
perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang yang
mengatur Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Ada-
nya pengurus dan organisasi yang teratur melalui organ PT me-
rupakan salah satu unsur penting dari suatu PT [11].

Dari segi karakteristik dominan kedudukan mandiri dari
PT oleh Undang-undang diberi “standi pesona”, dijadikan subyek
hukum mandiri disamping manusia orang-orangnya. Mengenai
modal dasar perseroan terbatas yang disebutkan di bagi dalam
saham, bahwa dari kata terbagi dapat diketahui modal perseroan
terbatas tidak satu atau dengan kata lain tidak berasal dari satu
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orang melainkan modalnya dipecah menjadi beberapa atau
sejumlah saham.[12] The capital which comprises of and is divided
into shares is included by the shareholders in their status as members
of the Company by paying or transferring the shares into the Company
treasury [13].

Persekutuan modal yang harus ada dalam sebuah Perseroan
Terbatas mengandung makna, bahwa perseroan harus memiliki
2 (dua) modal atau lebih, tidak sekedar memenuhi unsur 2 (dua)
orang. Sekalipun memenuhi unsur 2 (dua) orang, namun kalau
suami isteri yang tidak ada janji kawin, dan hartanya merupakan
harta Bersama, maka tidak memenuhi unsur persekutuan modal,
kecuali ada janji kawin pisah harta.

PEMBAHASAN

A. Pembatasan Pendirian PT Perorangan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa PT merupakan badan
usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian[14], dan merupakan
persekutuan modal, mengandung makna bahwa PT harus
didirikan oleh dua orang atau lebih dan terdapat dua modal atau
lebih. Namun dalam perkembangannya dengan dikeluarkannya
Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, bahwa
PT dapat didirikan oleh satu orang atau disebut PT Perseorangan
yang diakui sebagai badan hukum. Namun terdapat pembatasan
yaitu untuk kegiatan usaha yang memenuhi kriteria Usaha
Mikro dan Kecil sebagaimana di atur dalam peraturan per UU
an mengenai Usaha Mikro dan Kecil. Dengan demikian perseroan
terbatas terbagi kepada dua macam, yaitu badan hukum dengan
persekutuan modal dan badan hukum perseorangan[15].
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Tabel 1. Beberapa Perbedaan antara PT Persekutuan Modan

Dengan PT Perorangan

No. PT Persekutuan Modal PT Perorangan
1 Pendiri dua orang atau lebih/ lebih  Pendiri satu orang
dari satu pendiri
2 Ada Batasan jumlah minimal modal Tidak ada Batasan jumlah modal
Rp. 50.000.000,- (UU PT) dasar (dinyatakan pada saat
pendirian
3. Pendirian: berdasarkan perjanjian  Pendiriannya dengan Pernyataan
dituangkan dalam akta notarial/ pendiri, tanpa akta notaris
aotentik
4 Jenis usahanya tidak ditentukan Khusus untuk usaha Mikro dan
Kecil
5 Didirikan oleh orang perseorangan Hanya dapat didirikan oleh
WNI, maupun WNA, atau badan perorangan Warga Negara
hukum Indonesia
6 Status badan hukum ditentukan Badan hukum menurut Undang-

adanya pengesahan dengan
Surat Keputusan Menteri tentang
Pengesahan Badan Hukum

Undang sepanjang memenuhi
kriteria yang ditentukan, dengan
Sertifikat Pendaftaran Pernyataan

Pendirian

Dengan table tersebut memberi gambaran perbedaan antara
PT Persekutuan Modal dengan PT Perorangan, antara lain, pada
PT Persekutuan Modal pendiri dan modalnya harus lebih dari satu,
sedang PT Perorangan pendiri dan kepemilikan modal hanya satu
orang, pada PT Persekutuan ada Batasan minimal jumlah modal
dasar yaitu sebesar Rp. 50.000.000 (Limapuluh juta rupiah) sedang
untuk PT Perorangan tidak ada Batasan minimal modal dasarnamun
ditentukan berdasarkan keputusan pendiri, PT Persekutuan modal
pendiriannya dengan akta aotentik atau notarial, sedang pada PT
Perorangan dengan pernyataan yang dinyatakan secara elektronik
(on line) tanpa akta, untuk PT Persekutuan modal jenis kegiatan
usahanya tidak ditentukan sedang PT Perorangan hanya untuk
kegiatan usaha Mikro dan Kecil, untuk PT Persekutuan modal
dapat didirikan orang perseorangan Warga Negara Indonseis dan
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Warga Negara sing sedang PT Perorangan hanya dapat didirikan
oleh Warga Negara Indonesia, untuk PT Persekutuan modal
penentuan status badan hukum diperlukan pengesahan berupa
Surat Keputusan sedang PT Perorangan penentuan badan hukum
dengan pernyataan yang didaftarkan secara elektronik (on line)
berupa Sertifikat pendaftaran.

B. Persyaratan Modal Dan Prosedur Pendirian PT Perorangan

Dengan lahirnya Undang-undang Cipta Kerja, maka Perseroan
dapat didirikan satu oorang atau disebut PT Perorangan, sehingga
modalnya hanya dimiliki oleh satu orang, dan tidak ditentukan
Batasan jumlah modal dasar, namun ditentukan bahwa modal
dasar PT Perorangan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri,
dalam jumlah tertentu. Apabila mendasarkan Undang-undang
nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebelum
perubahan, maka mensyaratkan adanya dua modal atau lebih,
dan terdapat ketentuan jumlah modal dasar minimal yaitu sebesar
Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Dimana dari modal
dasar tersebut harus ditempatkan dalam arti diambil oleh pendiri
sebesar 25% atau minimal 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu
rupiah), dan dari modal yang ditempatkan tersebut harus disetor
penuh. Demikian modal ditempatkan dengan modal disetor itu
sebenarnya sama. Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha
tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan
yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana
dimaksud.

Dengan mendasarkan pada UU PT, maka modal dasar PT
Perorangan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri (tidak
ditentukan jumlah minimal), namun harus disetor penuh. Hal ini
sesuai ketentuan yang diatur dalam UU PT bahwa modal yang
ditempatkan harus disetor penuh, yang tentunya juga berlaku bagi
PT Perorangan.
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Sebagaimana diatur dalam Perturan Pemerintah nomor 7
Tahun 2021 Tentang kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, dalam Pasal 1
Angka 2 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif
milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Per-
aturan Pemerintah ini. Batasan Usaha Mikro dari kriteria modal,
memiliki modal di bawah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah),
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu
kriteria lainnya yakni usaha dengan hasil penjualan tahunan
sampai dengan maksimal Rp 2 miliar. Sedangkan Usaha Kecil
dari kriteria modal, memiliki modal diatas Rp 1.000.000.000,- (satu
miliar Rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar
Rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau
hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2 miliar sampai dengan
maksimal Rp 15 miliar. Dengan demikian PT Perorangan yang
merupakan usaha Mikro atau Kecil, merupakan Perseroan Terbatas
yang didirikan oleh 1 (satu) orang dengan modal dasar di bawah
Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah).

PT Perseorangan pendiriannya tidak dibuat dengan akta,
namun berupa Pernyataan pendiri yang dinyatakan secara elek-
tronik (on line). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan
Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Per-
seroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil,
dalam pasal 6 ayat (1), bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh
Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian
dalam bahasa Indonesia. Sedang dalam ayat (3) dijelaskan, bah-
wa Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum
setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat
pendaftaran secara elektronik.

Pernyataan pendirian PT Perseorangan oleh pendiri tersebut
dengan langsung mengisi format isian pendirian yang di in
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put melalui menu khusus Sistem Administrasi Hukum Umum
(AHU) Perseroan Perseorangan pada Ditjen Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia. Apabila
memenuhi syarat maka Menteri akan mengeluarkan sertilikat
pendaftaran secara elektronik sebagai pengakuan badan hukum
dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Format isian pernyataan pendirian tersebut, memuat hal-
hal sebagai berikut : a. nama dan tempat kedudukan Perseroan
perorangan; b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan; c.
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e.
nilai nominal dan jumlah saham; f. alamat Perseroan perorangan;
dan g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tem-
pat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok
wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham
Perseroan perorangan.

Dengan terbitnya Surat Pernyataan Pendirian yang dikeluarkan
dari Sistem AHU ini, dapat langsung diikuti pengurusan perijinan
secara elektronik/ on line yang semula diatur dalam PP no. 24
Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik/ on line (Sistem pelayanan perijinan Online
Single Submission/ OSS), yang kemudian diganti dengan PP
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko. Perijinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan
berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan
usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. Klasifikasi resiko :
berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya
bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha,
menjadi:

a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
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Dengan pengurusan perjinan secara elektronik ini untuk ke-
giatan usaha yang masuk klasifikasi resiko rendah cukup dengan
memperoleh Nomor Induk Berusaha yang berlaku juga sebagai
Tanda Daftar Perusahaan, dapat langsung operasional menjalankan
kegiatan usahanya.

Perizinan Berusaha kegiatan usaha dengan tingkat Risiko me-
nengah ada dua :

a. Tingkat Risiko menengah rendah
b. Tingkat Risiko menengah tinggi.

Perijinan berupa : a. NIB; dan b. Sertifikat Standar. Perijinan
berusaha NIB sebagaimana dimaksud dan Sertifikat Standar yang
telah ter verifikasi merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku
Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan atau komersial
kegiatan usaha.

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat
Risiko tinggi, berupa: a. NIB; dan b. 1zin. Pemberian 1zin merupa-
kan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh
Izin sebagaimana dimaksud Pelaku Usaha dapat menggunakan
NIB untuk persiapan kegiatan usaha.

C. Tanggung jawab PT Perorangan Sebagai Badan Hukum
Terhadap Pihak Ke Tiga

Perseroan Terbatas sebagai bentuk persekutuan modal yang
dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai badan usaha yang
berstatus badan hukum, mempunyai kemandirian mempunyai hak
dan kewajiban serta tanggung jawab sendiri, dengan pemegang
saham yang mempunyai tanggungjawab terbatas pada nilai modal
yang dimiliki. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwa
Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara
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pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang
dimiliki. Ketentuan tersebut memberi makna bahwa PT sebagai
badan hukum terhadap pihak ke tiga mempunyai tanggung jawab
sendiri yang terpisah dengan tanggung jawab pribadi, pemegang
saham bertanggung sampai sebatas nilai modal yang dimiliki, tidak
sampai harta pribadi. Jadi PT merupakan badan usaha dengan
tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang sahamnya[16].
Dalam hal terjadi sesuatu tuntutan hak dari pihak ke tiga, atau
terjadi pailit maupun likwidasi, maka dalam memenuhi kewajiban
kepada para krediturnya dengan menggunakan harta yang ada
pada perseroan.

Demikian juga terhadap PT Perseorangan yang dalam Undang-
Undang diakui sebagai badan hukum, meskipun hanya terdapat
seorang pendiri dan pemegang saham, tetap mempunyai tanggung
jawab sendiri yang terpisah dengan tanggung jawab pribadi
pemegang saham. Perseroan Perorangan merupakan subjek hukum
[17]. Hal ini yang membedakan dengan usaha perseorangan yang
dijalankan hanya satu orang, tanggung jawabnya sampai harta
pribadi, yang menjadi satu kesatuan antara harta pribadi dengan
harta perurusahaan. Dalam hal usaha perorangan maka tanggung
jawab terhadap pihak ke tiga meliputi seluruh harta yang dimiliki.
Hal ini sesuai ketentuan hukum jaminan umum sebagaimana
diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, bahwa prinsipnya
seluruh harta debitur baik bergeran maupun harta tidak bergerak,
baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan
pagi selurruh perikatan-perikatannya. Dalam hal harta kekayaan
tersebut dijual lelang harus dibagikan kepada para kreditur nya
berdasarkan per seimbangan besar kecilnya utang yang ada.

Dalam hal di kemudian hari PT Perorangan tidak memenuhi
kriteria lagi sebagai PT Perorangan, maka harus menyesuaikan
dengan PT Persekutuan modal sebagaimana yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila
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hal itu tidak dilakukan, maka dianggap bukan badan hukum dan
konsekwensi nya terhadap pemilik modal bertanggung jawab
secara pribadi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan,
Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha
Mikro Dan Kecil. Dalam Pasal 9 (1), dinyatakan bahwa, Perseroan
perorangan harus mengubah status badan hukumnya rnenjadi
Perseroan jika, terjadi beberapa hal : a. pemegang saham menjadi
lebih dari 1 (satu) Orang; dan/atau b. tidak memenuhi kriteria usaha
mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Dalam
hal terjadi demikian, maka PT Perseorangan dimaksud harus
melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan
secara elektronik kepada Menteri, untuk memperoleh pengesahan
sebagai badan hukum, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan mengenai Perseroan.

Apabila hal ini tidak dilakukan akan memberikan konsekwensi
PT Perorangan tersebut tidak lagi sebagai badan usaha badan
hukum, tetapi sebagai usaha perseorangan biasa yang tanggung
jawabnya seperti halnya usaha perseorangan biasa, merupakan
tanggung jawab pribadi perseorangan sampai harta pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian disimpulkan bahwa,
pendirian Perseroan Terbatas Perorangan dibatasi hanya untuk
usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang yang meng-
atur tentang usaha Mikro dan Kecil. Persyaratan pendirian PT
Perseorangan adalah didirikan oleh satu orang Warga Negara
Indonesia, dengan modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan
pendiri pada saat pendirian dan tidak ada persyaratan batasan
minimal modal, sedang prosedur pendirian PT Perorangan dengan
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membuat pernyataan pendiri yang dinyatakan secara elektronik (on
line) melalui system pada Administrasi Hukum Umum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia dan tanpa dipersyaratkan adanya akta.
Tanggungjawab PT Perorangan dengan pengakuan sebagai badan
hukum, maka tanggungjawab terhadap pihak ke tiga berlaku
pemisahan tanggungjawab pribadi dengan tanggung jawab PT
Perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung
jawab mandiri sebagai badan hukum. Pendiri yang sekaligus
sebagai pemegang saham bertanggung jawab secara terbatas,
yaitu tidak melebihi nilai modal yang dimiliki atau sebatas nilai
modal yang disetorkan. Dalam hal terjadi tuntutan hak dari pihak
ke tiga maka dalam pemenuhan nya terbatas menggunakan harta
perseroan.
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